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BUPATI HALMAHERA BARAT,

bahwa berdasarkari keteniuan Pasal 125 hrtruf a Peraluran
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2AL7 tentang Tata Cara
Perencanaan,Pengendalian dan trvaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 'lata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang l)aerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa persiapan
penliusunan Renja Perangkat Daerah meliputi pembentukan Tim
Penyusunan Renja Perangkat Daerah;
baiiwa untuk rnenjamin ierjaksananva peit-vusutalt Reiija
Perangkat Daerah dimaksud, dipandang perlu memLrentuk Tirn
Penyusunan Rencana Keq'a (Renja) Satuan Polisi Pamong praja
Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Halmahera Barat Tahun
Anggaran 2O'27;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
hufuf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati
Halmahera Barat tentang Pembentukan Tim Penyusunan
Rencana Kerja iRenja) Satuan Polisi Pamong Praja Dan pemadam
Kebakaran Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2OZT;

Undang-Undang Nornor 60 ?ahun 1958 tcntang Pcnetapan
Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swantra Tingkat II dalarn Wilayah
Daerah Swantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 46 Tahun L99q tentang Pembentukan
Propinsi Maiuku Uiara, Kabupaten Buru dan Kabupaten fuIaiuku
Tenggara Barat;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan
Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maiuku Utara;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2AA4 tentang Perbendaharaan
Negara;
Undang-undang Nomor 25 tahun 2AA4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah f)aerah;
Undang-undang Nomor 13 Tahun '202'2 tentang Peubattan atas
Undang-uirdang Nomor 12 T'ahun '2O1t tentang Pembentukan
Peraturan Perundang- undangan;
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10. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara;

i 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2oig tenrang Pengeioiaan
Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang pengelolaan
Transfer ke Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun '2A16 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai mana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 7 Tahun 2024
tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2Affi
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Mitik Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangart Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan .Iangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunarr Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2Al9 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklaktur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Pera'uuran Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2OZA tentang
Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 202A tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2O2O
tentang Perubahan Ketiga diatas Keputusan Menteri dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2O2l tentang Hasil Vertfikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, verifikasi,
dan Nomenklaktur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

20. Peraturan Daerah Katrupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun
2021 tentang Peubahan atas Peraturan Daerah liomor 6 Tahun
2A16 tentang Pembentukan dan Sussunan Perangkat Daerah
Kabupaten Halmahera Barat;

21. Peraturan Daerah kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun
2A'2'2 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun
2423 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2A16 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

23. Peraturan Daerah Kabupaten l-Ialmahera Barat Nomor 1 Tahun
2426 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Haimahera Barat Tahun Anggaran 2026:

24. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2A2L
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat
Daerah;

25. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nornor L7 Tahun 2A23
tentang Perubahan Keempat aias Peraturan bupati Halmairera
Barat Nomor 10 Tahun 2A16 tentang Struktur Organisasi
Perangkat daerah;

26. Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 3IKPTS/11'2O26
tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengeiolaan Keuangan Daerah
dari Bupati selaku Kepala Daerah kepada Kepala Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat
setlagai Pejabat Pemegang Kewenangan Kuasa Pengguna
Anggaran Tahun 2026;
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27. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 20'26 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2A'26;
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Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi
Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Halmahera Barat
Tahun Anggaran 20'27 pada Satuan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Dan Pemadam Kebakaran l{abupaten Halmahera Barat dengan
Susunan Tim Sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
Tim Penyusunan Sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu,
bertugas menyusun dokumen Rencana Ke{a (Renja) Satuan Polisi
Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Halmahera Barat
Tahun ,A.nggaran 2027 sesuai dcngan I{etentuan Perundang-
undangan yang berlaku;
Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Halmahera Barat.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo

PadaTanggal : 74Jan 2026

BUPATI HALM BARAT,

disannpai kepada Ytfu z

1. Inspektur Inspektorat I{6fo. fialmatrera Barat di Jailolo,
2. Kepala BKAD Kab. Halrnahera Barat di Jailolo,
3. Kepala BAPERRIDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

YAMES UANG



LAMPIRAN :

TENTANG

KBPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR :28.A1 KPTS lIl2026
TANGGAL : 14 JANUARI 2026

: PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2027

ITO NAMA IITIP JABATAIT DAI"AM
TIM

KET

1 MUF{AMMAD ADAM,SE
NrP. 1970A724L99703 1009

KEPALA DINAS PENANGGUNG JAWAB

r) ABI}URAFIMAN DJALAL,S, H UT, MSC
NrP. 1q8409 18200903 1002

SBKRETARIS Ktr1'UA

3 NURNIATI KAMALUDDIN,SE
NrP. 197506 162006041013

KASUBAG PROGRAM SEKRETARIS

4 DJURAHMAN SELPIA,S,SOS
NrP. 198308082006041013

KEPALA BIDANG ANGGOTA

5 ROCKY SARMENTO GIAM,SP
NrP. 19860s18201001 1005

KEPALA BIDANG ANGGOTA

6 MUHAMMAD AS,AD ARIF,S,STP
NIP. 1982A2LL2AA12LOA4

KEPALA BIDANG ANGGOTA

7 ZAINUDIN UMAR,SE
NiP. 196813042001 121006

KEPALA BIDANG ?.}{cGar2i

Para-f BUPATI HALMAHEK{ BARAT,

YAMES UANG
Ass. Bid. trkonomi & Pemb

Kabag Hukum & Orgs
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